
 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

93 

BAB IV 

ANALISIS SHARIA COMPLIANCE  TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD 

MUD{A>RABAH MUT{LAQAH  DALAM PRODUK SIMPANAN DEPOSITO 

MUDHARABAH DI KCP BRI SYARIAH SEPANJANG SIDOARJO 

A. Analisis Implementasi Akad Mud{a>rabah Mut{laqah  dalam Produk Simpanan 

Deposito Mudharabah pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo 

  

       Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syariah.
1
 Selain itu bank syariah juga bertujuan untuk menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional, yaitu meningkatkan keadilan, 

kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
2
 Oleh karena itu, bank 

syariah wajib menjalankan fungsi utamanya, yaitu menghimpun dan 

menyalurkan dana kepada masyarakat, sebagaimana yang dijalankan oleh 

KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo. 

       BRI Syariah adalah sebuah lembaga keuangan syariah, sebagaimana 

yang telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, BRI Syariah 

merupakan lembaga keuangan yang dalam operasionalnya BRI Syariah 

menggunakan prinsip-prinsip syari’ah. Dengan prinsip ini BRI Syariah 

menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan modal 

usaha. BRI Syariah berusaha mengajak masyarakat untuk berkerjasama 

dalam bidang ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syari’ah.  

                                                           
1
Bank Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah”, dalam http://www.hukumonline.com/UU_21_08_PerbankanSyariah.pdf (diakses 24 

Oktober 2013), 1. 
2
Ibid. 
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       Pada dasarnya produk simpanan deposito mudharabah yang dijalankan 

di lembaga perbankan syariah menggunakan prinsip mud{a>rabah. Mud{a>rabah 

adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal 

mempercayakan sejumlah modal kepada pihak pengelola dengan suatu 

perjanjian keuntungan.
3
  

       Dari keterangan diatas maka penulis menganalisis bahwa produk 

simpanan deposito mudharabah yang dijalankan oleh KCP BRI Syariah 

Sepanjang Sidoarjo telah sesuai dengan teori yang dijelaskan diatas, dimana 

BRI Syariah dalam menjalankan operasionalnya pada produk simpanan 

deposito mudharabah menggunakan prinsip mud{a>rabah. Namun, dalam 

menjelaskan kepada nasabah pada awal akad bank hanya menjelaskan bahwa 

produk simpanan deposito mudharabah menggunakan prinsip mud{a>rabah 

(bagi hasil) tanpa memberi tahu yang sebenarnya bahwa akad yang 

digunakan dalam produk tersebut menggunakan akad mud{a>rabah mut{laqah. 

Hal tersebut dapat memicu kesalahpahaman dibenak nasabah 

       Jenis mud{a>rabah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Mud{a>rabah 

Mut{laqah dan Mud{a>rabah Muqoyyadah :  

1. Mud{a>rabah Mut{laqah 

       Dalam deposito mud{a>rabah mut{laqah (URIA), pemilik dana tidak 

memberi batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam 

mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun 

objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan 

                                                           
3
Ahmad Rodoni, Investasi Syariah (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), 35. 
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kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana Unrestricted 

Investment Account URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan 

akan memperoleh keuntungan. 

2. Mud{a>rabah Muqoyyadah 

       Berbeda dengan deposito mud{a>rabah mut{laqah (URIA), dalam 

deposito mud{a>rabah muqoyyadah (RIA), pemilik dana memberikan 

batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola 

investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek 

investasinya. Dengan kata lain, bank syariah tidak mempunyai hak dan 

kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai 

sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.
4
 

       Dari keterangan tersebut penulis menganalisis bahwa produk 

simpanan deposito mudharabah yang dijalankan oleh KCP BRI Syariah 

Sepanjang Sidoarjo telah sesuai dengan teori yang dijelaskan diatas. 

Dimana KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo akad yang digunakan 

untuk produk simpanan deposito mudharabah menggunakan akad 

mud{a>rabah mut{laqah. Dikatakan sesuai dengan teori akad mud{a>rabah 

mut{laqah adalah bank diberikan kebebasan oleh nasabah untuk mengelola 

dana yang diinvestasikan kepada bank. Nasabah  mempercayai bank 

untuk mengelola uang yang diinvestasikan oleh nasabah, selama sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. Uang yang dari nasabah dikelola oleh bank 

dengan memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan 

                                                           
4
Adi Warman A. Karim, Bank Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 367-368. 
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dana. Dari pembiayaan itulah bank mendapat keuntungan yang nantinya 

dibagi hasilkan antara bank dan nasabah.
5
 Namun, bank dalam 

menjelaskan diawal akad tidak memberi tahu kepada nasabah bahwa akad 

yang digunakan adalah akad mud{a>rabah mut{laqah, bank hanya 

menyampaikan kepada nasabah bahwa produk simpanan deposito 

mudharabah menggunakan pronsip mud{a>rabah (bagi hasil). Sebaiknya 

bank di awal akad menjelaskan bahwa produk simpanan deposito 

mudharabah menggunakan prinsip mud{a>rabah (bagi hasil) dengan akad 

mud{a>rabah mut{laqah. Hal demikian mengantisipasi adanya 

kesalahpahaman nasabah tentang keuntungan yang nantinya akan 

diterima oleh nasabah dan mengantisipasi terjadinya (gharar) 

sebagaimana yang disebutkan dalam prinsip-prinsip dasar bank syariah 

bahwa salah satu aturan atau norma yang harus dijalankan dalam 

operasional perbankan syariah yaitu bebas dari hal-hal yang tidak jelas 

dan meragukan (gharar).6 

       Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan 

oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan 

pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan 

perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak 

atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing 

pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam 

                                                           
5
Budiono, Sarinana Kartika, Didik Setiyawan, Wawancara, Sidoarjo, 20 Oktober, 2016. Pedoman 

Pelaksanaan Operasi, Operation Group (Sidoarjo: Juni, 2010), 1. 
6
Ascarya, et al., Bank Syariah: Gambaran Umum (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Study 

Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005), 4.   
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perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu 

persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil 

atas usaha yang dikerjasamakan.
7
  

       Pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo dalam produk simpanan 

deposito mudharabah telah sesuai dengan teori di atas, karena pada 

produk simpanan deposito mudharabah di KCP BRI Syariah Sepanjang 

Sidoarjo menggunakan prinsip bagi hasil, dimana dalam pembagian hasil 

usaha yang ditetapkan menggunakan nisbah. Dalam penentuan nisbah 

tersebut sudah disepakati antara pihak nasabah dan pihak bank. Jadi 

dalam penentuan nisbah antara bank dengan nasabah tidak ada unsur 

keterpaksan. Untuk nisbah sendiri sudah ditetapkan oleh bank di papan 

depan Teller. Jenis deposito di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo ada 

4, diantaranya ada jenis deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. 

       Untuk jenis deposito 1 bulan pembagiannya adalah (Nisbah 44% 

Nasabah : 56% Bank dari 5,23% (sementara) pendapatan bersih Bank), 

untuk 3 bulan  (Nisbah 45% Nasabah : 55% Bank dari 5,35% (sementara)  

pendapatan bersih Bank), untuk 6 bulan  (Nisbah 46% Nasabah : 54% 

Bank dari 5,47% (sementara) pendapatan bersih Bank), untuk 12 bulan  

(Nisbah 47% Nasabah : 53% Bank dari 5,59% (sementara) pendapatan 

bersih Bank). Semua itu diberikan kepada nasabah setiap 1 bulan sekali 

per akhir tanggal. Namun, apabila nasabah ingin memperpanjang deposito 

                                                           
7
Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2014), 95. 
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maka secara otomatis mengikuti aplikasi yang lama dan tidak perlu proses 

dari awal lagi.
8
 

       Dalam perhitungan bagi hasil bank ada dua cara perhitungan, yaitu 

perhitungan dengan metode revenue sharing dan profit and loss sharing.  

Metode perhitungan revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang 

didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum 

dikurangi biaya. Bagi hasil dalam revenue sharing dihitung dengan 

mengalihkan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.
9
 

metode profit/loss sharing merupakan bagi hasil yang dihitung dari 

laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan 

memperoleh keuntungan atas hasil usaha pengelola dana dan ikut 

menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.
10

 

       Dalam operasionalnya pada produk simpanan deposito mudharabah di 

KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo menggunakan metode revenue 

sharing dan telah sesuai dengan teori yang dijelaskan di atas, dimana bagi 

hasil yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah pada saat jatuh tempo 

atau setiap ulang bulan (setiap bulan pada tanggal yang sama dengan 

tanggal penerbitan), dan pembayaran bagi hasil kepada nasabah 

                                                           
8
Budiono, Sarinana Kartika, Wawancara, Sidoarjo, 25 Oktober, 2016. Syarat-Syarat dan 

Ketentuan umum Deposito Mudharabah KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo, 1. 
9
Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2014), 98. 

10
 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari teori ke praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 

2003), 98. 
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didasarkan atas pendapatan kotor dari usaha sebelum dikurangi biaya-

biaya apapun. 
11

 

       Produk simpanan deposito mudharabah di KCP BRI Syariah Sepanjang 

Sidoarjo ada ketentuan saldo minimal investasi, ketentuan saldo minimalnya 

adalah Rp. 2.500.000, akan tetapi dari saldo minimal tersebut ada tambahan 

nominal sebesar Rp.50.000 untuk saldo yang nantinya wajib mengendap di 

rekening nasabah. Jadi, semisal nasabah ingin investasi dana sebesar Rp. 

2.500.000 maka nasabah harus setor menjadi Rp. 2.550.000.
12

 

       Dalam produk simpanan deposito mudharabah nasabah tidak serta-merta 

hanya mendapat bagi hasil yang berikan oleh bank, akan tetapi setelah 

nasabah mendapat bagi hasil dari bank, nasabah wajib membayar pajak 

sebagaimana yang sudah menjadi ketentuan bank. Pajak yang dikenakan 

kepada nasabah sebesar 20% dari bagi hasil yang menjadi hak nasabah. 

Nasabah akan dikenakan pajak 20% setiap kali mendapat bagi hasil pada 

saat jatuh tempo.
13

 

       Transaksi deposito mudharabah di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo 

memiliki beberapa kebijakan umum yang harus diketahui dan dipenuhi oleh 

nasabah sebelum melakukan transaksi. Kebijakan-kebijakan tersebut antara 

lain kebijakan-kebijakan sehubungan dengan penerbitan, bagi hasil dan pajak 

bagi hasil, pembukuan, pencairan dan pengawasan rekening deposito. 

                                                           
11

Budiono, Sarinana Kartika, Wawancara, Sidoarjo, 3 Oktober, 2016. Pedoman Pelaksanaan 

Operasi, Operation Group (Sidoarjo: Juni, 2010), 3. 
12

Budiono, Sarinana Kartika, Didik Setiyawan, Wawancara, Sidoarjo, 18 Oktober, 2016. 
13

Budiono, Sarinana Kartika, Didik Setiyawan, Wawancara, Sidoarjo, 26 Oktober 2016. Syarat-

Syarat dan Ketentuan umum Deposito Mudharabah KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo, 1. 
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       Ketentuan penerbitan deposito di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo 

diantaranya, deposito yang diterbitkan dalam mata uang rupiah dan/ atau 

mata uang asing sesuai dengan ketentuan bank dengan nisbah yang telah 

ditetapkan oleh satuan kerja treasury, setiap ada nasabah yang akan 

menerbitkan deposito harus mengisi formulir AD dan dokumen lain yang 

sudah menjadi ketentuan bank, seperti kartu contoh tanda tangan dan 

sebagainya. 

       Apabila nasabah akan melakukan penerbitan deposito dan dana tersebut  

berasal dari kiriman bank lain, maka dapat dilakukan berdasarkan instruksi 

melalui telefon atau media komunikasi lain. Akan tetapi, instruksi 

penerbitan melalui telefon atau media komunikasi lain harus dituangkan 

terlebih dahulu dalam media baku. Sebelum dilakukan pembukuan, media 

instruksi harus disetujui oleh pejabat berwenang. Instruksi penerbitan 

deposito melalui media komunikasi lain hanya dapat diterbitkan atas nama 

yang sama dengan nama rekening sumber dana. 

       Dalam hal formulir AD/ instruksi tertulis yang telah ditandatangani 

deposan belum diterima atau dokumen pendukung penerbitan deposito 

belum lengkap maka harus dilakukan tindak lanjut kepada berwenang yang 

menyetujui penerbitan deposito tersebut dan harus dikonfirmasikan kepada 

deposan agar melengkapi persyaratan penerbitan deposito, segala resiko 

yang mungkin timbul akibat perubahan peraturan pemerintah atau uang yang 

didepositokan pada bank adalah menjadi tanggung jawab deposan untuk 

menjamin hal tersebut maka semua deposito dalam aplikasi harus 
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mencantumkan suatu perjanjian atau klausula-kalusula yang telah disetujui 

dan ditandatangani deposan. 

       Pembayaran bagi hasil dan pokok deposito yang akan diterima nasabah 

pada saat jatuh tempo dapat diterima dalam bentuk tunai, ARO atau 

transfer. Selain itu untuk penyimpangan atau hal-hal yang menyebabkan 

instruksi pembayaran bagi hasil dan pokok tersebut tidak dapat dijalankan, 

maka harus diketahui dan mendapat persetujuan pejabat berwenang. Jika 

instruksi perpanjangan diterima setelah tanggal jatuh tempo maka 

penerbitan deposito dengan valuta mundur harus mendapat persetujuan 

pejabat. 

       Penerbitan deposito melalui media elektronik perbankan dilakukan 

berdasarkan media yang dikeluarkan oleh sistem elektronik perbankan 

tersebut (Screen-Print Data Request of Deposit Issuance) yang disahkan oleh 

pejabat berwenang, penandatanganan bilyet deposito sebagai bukti investasi 

deposito nasabah dilakukan pejabat sesuai limit dan kewenangannya, 

deposito dengan setoran non tunai yaitu dalam bentuk warkat bank lain, 

transfer dari bank lain atau kiriman uang melalui bank koresponden, akan 

dibukukan setelah diperoleh kepastian bahwa tanggal efektif deposito sama 

dengan tanggal diterimanya dana tersebut.
14

 

       Penempatan deposito dan pembayaran bagi hasil terdiri dari beberapa 

ketentuan diantaranya, nominal penempatan deposito, nisbah, bagi hasil, 

jenis mata uang penempatan deposito, jangka waktu penempatan deposito, 

                                                           
14

BRI Syariah, Kebijakan Umum Operasi PT. Bank BRI Syariah Sidoarjo “BAB III 

Penghimpunan Dana Deposito” (Sidoarjo: Agustus, 2009), No. 03.01, 2. 
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biaya terkait penempatan deposito harus sesuai ketentuan produk yang 

berlaku, dan untuk tanggal penempatan deposito harus sesuai dengan tanggal 

efektif diterimanya dana oleh cabang.  

       Ketentuan mengenai penempatan dan pembayaran bagi hasil mengenai 

sumber dana, misal untuk transaksi apabila sumber dana berasal dari debet 

rekening maka pada formulir penempatan deposito distempel saldo dan 

tanda tangan. Akan tetapi, apabila sumber dana berasal dari nasabah 

lain/bank lain maka formulir penempatan deposito dibubuhkan stempel saldo 

cukup, tandatangan serta dilampiri bukti pengkreditan ke rekening misalnya 

: copy slip setoran tunai, setoran house check, setoran kliring, copy credit 

nota (CN) dan lain-lain, nama nasabah yang tertera pada warkat setoran 

harus sesuai dengan nama nasabah pada penempatan deposito mudharabah. 

       Dalam simpanan deposito mudharabah nisbah yang sudah diperjanjikan 

tidak dapat  dirubah selama deposito belum jatuh tempo. Apabila saat jatuh 

tempo ada perubahan nisbah maka tingkat nisbah periode berikutnya 

mengikuti ketentuan yang berlaku dan harus diberitahukan kepada nasabah 

sebelumnya dan harus atas persetujuan nasabah. Bagi hasil deposito selama 

libur, maka yang menjadi hak nasabah akan dihitung otomatis secara sistem.  

       Pelaksanaan pembayaran bagi hasil deposito dilakukan pada saat jatuh 

tempo atau setiap ulang bulan yaitu setiap bulan tanggal yang sama dengan 

tanggal penerbitan deposito. Tingkat bagi hasil  yang akan dibagi hasilkan 

antara bank dan nasabah adalah tingkat bagi hasil tutup buku pada bulan 

trakhir. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke 
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rekening lainnya sesuai permintaan nasabah dan tidak dapat diberikan secara 

tunai.
15

 

       Dokumen penyimpanan deposito mudharabah terdiri dari  dokumen 

penerbitan deposito yang meliputi formulir penempatan deposito, akad 

deposito dan kartu contoh tanda tangan. Selain itu dokumen yang menjadi 

arsip bank adalah formulir pengenalan nasabah (CIF) yang telah ditentukan 

serta dokumen pendukung penerbitan deposito yang harus disimpan di 

cabang tempat nasabah buka deposito. 

       Dokumen lain yang disimpan oleh bank adalah filling rekening 

pendamping deposito yang terpisah dari filling dokumen deposito, serta 

ketentuan mengenai penyimpan dokumen dalam kondisi non current (sudah 

tidak aktiv) yang berpedoman pada ketentuan tentang pengelolaan dokumen. 

Keseluruhan dokumen tersebut  ditatausahakan dengan baik oleh bank agar 

aman dan dapat dilusuri dengan mudah apabila diperlukan.
16

 

       Pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank diantaranya, pengawasan 

pada waktu pengisian seluruh formulir penempatan deposito, formulir 

pengenalan nasabah (CIF), SKU, akad penerbitan deposito, dan KCTT. 

Dokumen tersebut harus dipastikan oleh pihak bank bahwa dokumen 

tersebut telah lengkap dan benar. Keseluruhan dokumen pendukung yang 

diperlukan dalam penerbitan deposito juga dipastikan telah lengkap, sah dan 

masih berlaku. Selain itu pihak bank harus memastikan nasabah hanya 

                                                           
15

Pedoman Pelaksanaan Operasi Penerbitan Deposito, “BAB II Ketentuan” (Sidoarjo: Juni, 2010), 

No. 01.01, 16. 
16

Ibid., 17. 
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memiliki 1 CIF. Penginputan data nasabah pada Syiar T24 harus benar dan 

sesuai dengan data nasabah yang tertera pada formulir dan dokumen 

pendukung penerbitan deposito. 
17

 

       Ketentuan untuk pencairan deposito harus dilakukan di cabang 

penempatan deposito. Deposito tersebut dapat dicairkan dengan dua 

permintaan, atas permintaan nasabah dan permintaan bank. Pencairan 

deposito atas permintaan nasabah yang dimaksud adalah pencairan yang 

memang sesuai dengan permintaan nasabah, akan tetapi ada pencairan 

deposito atas permintaan bank, yang dimaksud pencairan atas permintaan 

bank adalah selain nasabah melakukan transaksi deposito di KCP BRI 

Syariah Sepanjang Sidoarjo, nasabah juga melakukan pembiayaan di bank 

yang sama. Jadi, apabila ada masalah dengan pembiayaan nasabah di bank 

maka secara otomatis pencairan dilakukan oleh pihak bank untuk menutupi 

pembiayaan yang bermasalah tersebut.
18

 

       Dalam hal pencairan deposito juga terdapat beberapa ketentuan bahwa 

deposito yang belum jatuh tempo tidak dapat dicairkan, akan tetapi ada 

faktor tertentu yang dapat memungkinkan bank dapat mencairkan deposito 

nasabah meskipun tidak pada tanggal jatuh tempo. Apabila nasabah tetap 

menginginkan pencairan maka dapat dipertimbangkan yang nantinya akan 

                                                           
17

Ibid., 17-18. 
18

Budiono, Sarinana Kartika, Wawancara, 1 November 2016. Kebijakan Umum Operasi PT. Bank 

BRI Syariah “BAB III Penghimpunan Dana Deposito” (Sidoarjo: Agustus, 2009), No. 03. 01, 3-4. 
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disetujui oleh pejabat yang berwenang dengan syarat ada pembebanan biaya 

administrasi dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.
19

 

       Persyaratan lain yang harus diperhatikan oleh nasabah jika akan 

mencairkan uangnya sebelum tanggal jatuh tempo diantaranya, nasabah 

harus datang langsung ke cabang (KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo), 

instruksi tertulis pencairan deposito sebelum jatuh tempo dari nasabah 

disertai tanda tangan dibawah materai, verifikasi instruksi pencairan dilayani 

oleh petugas operasi sesuai limit verifikasi yang ditentukan serta  surat 

persetujuan pencairan deposito sebelum tanggal jatuh tempo harus disetujui 

oleh pejabat yang berwenang.
20

 

       Selain itu mengenai pencairan deposito, jika nasabah ingin mencairkan 

uangnya diluar tanggal jatuh tempo maka nasabah dikenakan denda sebesar 

Rp. 100.000 baik nominalnya besar atau kecil. Pihak KCP Bank Syariah 

Sepanjang Sidoarjo memberikan denda sebesar Rp. 100.000 karena sudah 

tercantum di sistem KCP BRI Syariah Sepanjang dan sudah menjadi 

ketentuan pihak bank. Misal nasabah penempatan pada tanggal 1 September 

dan tanggal pencairan pada tanggal 1 Oktober, jika nasabah mencairkan pada 

tanggal 5 September sebelum 7 hari setelah penempatan maka nasabah tidak 

mendapat bagi hasil pada bulan itu dan dikenakan denda sebesar Rp. 

100.000, akan tetapi jika nasabah mencairkan uangnya setelah 7 hari 

penempatan maka nasabah dikenakan denda Rp.100.000 dan masih 

                                                           
19

Ibid. 
20

BRI Syariah, Pedoman Pelaksanaan Operasi Pencairan Deposito, “BAB II Ketentuan” (Sidoarjo: 

Juni, 2010), No. 01.01, 3. 
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mendapat proporsional bagi hasil dengan acuan rate FASBIS (Fasilitas Bank 

Indonesia Syariah), yang pasti nilainya lebih kecil dibanding dengan ER.
21

 

       Dalam penghapusan biaya administrasi dan biaya lain harus 

dipertimbangkan dengan baik dan pelaksanaannya dengan persetujuan 

pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui pencairan deposito 

sebelum jatuh tempo, pencairan deposito harus didukung oleh bilyet 

deposito. Penggunaan surat perintah deposan yang telah diperiksa 

keabsahannya oleh petugas pemeriksa tanda tangan dan dokumentasi hanya 

berlaku untuk nasabah corporate dan juga persetujuan pejabat berwenang. 

Khusus untuk deposito atas nama perorangan harus disetujui pejabat 

berwenang. Pencairan yang tidak disertakan bilyet deposito, akan 

dimasukkan ke dalam dokumen To Be Obtain (TBO) yang harus 

ditindaklanjuti kelengkapan dokumennya.
22

 

       Pengawasan dalam transaksi deposito mudharabah ada dua pengawasan 

meliputi pengawasan satuan kerja, dan pengawasan independen.  

Pengawasan satuan kerja secara harian harus dilakukan percocokan lembar 

AD atau instruksi penerbitan atau mutasi lain deposito terhadap laporan 

mutasi deposito harian. Setiap penyimpangan harus dilaporkan kepada 

supervisor operasi untuk diambil tindak lanjut. Untuk pengawasan 

independen secara berkala dilakukan review dokumentasi deposito oleh 

                                                           
21

Budiono, Sarinana Kartika, Didik Setiyawan, Wawancara, Sidoarjo, 17 Oktober 2016. 
22

BRI Syariah, Kebijakan Umum Operasi PT. Bank BRI Syariah, BAB III : Penghimpunan Dana 

Deposito, Agustus 2009, No. 03.01, 4. 
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petugas independen atas keabsahan, kelengkapan serta ketepatanya terutama 

deposito dijaminkan.
23

 

       Dalam transaksi simpanan deposito mudharabah terdapat tahapan-

tahapan yang harus dilakukan pihak bank dalam melayani transaksi kepada 

nasabah. Proses transaksi deposito mudharabah membutuhkan waktu sekitar 

20 menit, karena ada beberapa tahap yang harus dilalui dari pihak-pihak 

yang menangani proses penerbitan deposito. Pihak yang terlibat dalam 

proses ini adalah customer service, manajer operasional dan teller. Dalam 

proses transaksi deposito ini yang melibatkan teller apabila nasabah belum 

memiliki rekening di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo dan saldo di 

rekening tidak cukup untuk diinvestasikan, akan tetapi jika nasabah sudah 

memiliki rekening dan direkening tersebut sudah cukup untuk saldo deposito 

maka bank tidak perlu melibatkan teller dalam proses penanganan transaksi 

deposito ini. 

       Tahapan pertama, nasabah datang ke Kantor Cabang Pembantu BRI 

Syariah Sepanjang Sidoarjo dan langsung menemui customer service. Tugas 

dari customer service adalah menyiapkan aplikasi, menjelaskan produk 

kepada nasabah, mengeksekusi dan menjelaskan syarat dan ketentuan untuk 

menjadi deposan di KCP BRI Syariah. 

       Jika nasabah ingin menjadi deposan di KCP BRI Syariah Sepanjang 

Sidoarjo maka nasabah wajib membawa fotocopy identitas diri atau 

kuasanya (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku. Dalam hal pembukaan 

                                                           
23

Ibid., 5. 
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dan/atau klausul pembukaan rekening lainnya dikuasakan maka harus 

disertakan surat kuasa asli yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan 

pemegang kuasa di atas meterai, dokumen lain. Sedangkan untuk dokumen 

pendukung penerbitan deposito terdiri dari kartu identitas yang masih 

berlaku (KTP/SIM), Surat Izin Perdagangan jika nasabah memiliki usaha, 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
24

 

       Nasabah yang akan menjadi deposan wajib memiliki rekening di BRI 

Syariah yang nantinya akan digunakan sebagai rekening penampungan dana 

penempatan deposito, pencairan saat jatuh tempo atau sebagai rekening  

penerima bagi hasil. Akan tetapi jika  nasabah tidak mengehendaki untuk 

memiliki rekening tabungan sebagai penampungan dana tersebut maka 

nasabah harus dibukakan rekening pendamping deposito. 

       Tugas customer service selanjutnya menjelaskan kepada nasabah bahwa 

deposan BRI Syariah terdapat beberapa pilihan diantaranya deposan 

perorangan, deposan perusahaan dan deposan gabungan. Jika nasabah sudah 

menentukan pilihannya dan ingin menempatkan deposito,  syarat yang pasti 

harus mengisi dan menandatangani formulir yang telah pihak bank sediakan 

seperti formulir penempatan deposito, akad penempatan deposito, Kartu 

Contoh Tanda Tangan (KCTT), formulir pengenalan nasabah (CIF) serta 

tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum yang tercantum 

pada formulir penempatan deposito. Selain mengisi formulir tersebut, 

                                                           
24

Budiono, Sarinana Kartika, Wawancara, Sidoarjo, 22 November, 2016. Pedoman Pelaksanaan 

Operasi, Operation Group (Sidoarjo: Juni, 2010), 2. 
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nasabah juga harus dilampirkan dokumen-dokumen pendukung yang 

diperlukan (asli dan fotocopy) sebagai persyaratan penempatan deposito.
25

 

       Pada saat proses pengisian formulir petugas cabang harus memastikan 

bahwa nasabah tersebut sudah membaca serta memahami Syarat dan 

Ketentuan Umum (SKU) penerbitan deposito yang disediakan oleh pihak 

bank. Penandatangan SKU tersebut hanya dilakukan nasabah pada saat 

penempataan deposito pertama kali. Selain itu, kartu identitas diri yang 

dapat digunakan untuk penerbitan deposito diantaranya Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Paspor dan Kartu Ijin 

Tinggal Sementara (KITAS)/Kartu Ijin Menetap Sementara (KIMS)/Kartu 

Ijin Tinggal Tetap (KITAP).
26

 

       Untuk kartu identitas diri nasabah pihak bank harus memastikan kartu 

identitas nasabah tersebut masih berlaku, terdapat foto diri nasabah dan 

mencantumkan tanda tangan nasabah. Nasabah tidak diperkenankan 

melakukan penerbitan deposito dengan menggunakan nama samaran atau 

identitas orang lain diri fiktif yang tidak sesuai dengan peruntukannya. 

Selain itu untuk penempatan deposito tidak diperbolehkan menggunakan cap 

jempol sebagai spesimen identitas nasabah. 

       Tahap kedua, data pada formulir penempatan deposito, kartu identitas 

diri dan salinan/fotocopy dokumen pendukung yang diterima dari nasabah 

diverifikasi keabsahan dan/atau keasliannya. Setiap dokumen/ salinan 

                                                           
25

BRI Syariah, Pedoman Pelaksanaan Operasi Penerbitan Deposito, “BAB II Ketentuan” 

(Sidoarjo: Juni, 2010), No. 01.01, 2. 
26

Budiono, Sarinana Kartika, Wawancara, 30 November 2016. Pedoman Pelaksanaan Operasi 

Penerbitan Deposito, “BAB II Ketentuan” (Sidoarjo: Juni, 2010), No. 01.01, 2. 
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dokumen pendukung yang telah diverifikasi oleh petugas cabang harus 

dibubuhi stempel/paraf/tandatangan, nama dan tanggal verifikasi sebagai 

bukti telah dilakukan verifikasi. 

       Setelah data nasabah sudah diverifikasi keabsahannya maka tahap 

selanjutnya data tersebut diinput oleh pihak bank ke CBS Syiar, akan tetapi 

sebelum petugas meginput data ke CBS Syiar, petugas wajib memastikan 

bahwa data calon nasabah tidak termasuk dalam negative list yang 

dikeluarkan oleh Risk Management dan Compliance Group. Jadi nasabah 

tidak bisa membohongi pihak bank jika nasabah masuk dalam negative list.27
 

       Maksimal pemberian kuasa untuk melakukan transaksi atas simpanan 

deposito mudharabah perusahaan sesuai dengan ketentuan produk. Setiap 

ada perubahan nama pemberian kuasa, nasabah wajib menyerahkan akta 

perubahan anggaran dasar yang terbaru dan surat kuasa baru kepada bank. 

Sedangkan dalam hal terjadi perubahan nama penerima kuasa, nasabah 

diwajibkan untuk menyerahkan surat kuasa terbaru. 

       Pihak bank berhak menolak nasabah apabila nasabah termasuk dalam 

kriteteria tidak lengkap memberikan dokumen sebagai persyaratan 

penerimaan nasabah kepada pihak bank, nasabah memberikan informasi yang 

tidak benar kepada pihak bank, pihak bank meragukan atas kebenaran 

informasi yang diberikan nasabah atau penggunaan penempatan deposito 

yang tidak sesuai dengan profil nasabah. Untuk formulir penempatan 

deposito hanya berlaku untuk 1 nomor deposito, sedangkan untuk tanda 

                                                           
27

BRI Syariah, Pedoman Pelaksanaan Operasi Penerbitan Deposito, “BAB II Ketentuan” 

(Sidoarjo: Juni, 2010), No. 01.01, 3. 
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tangan nasabah pada formulir penempatan deposito harus mengenai materai 

dan nilai materai harus sesuai ketentuan yang berlaku.
28

 

B. Analisis Sharia Compliance terhadap Implementasi Akad Mud{a>rabah 
Mut{laqah  dalam Produk Simpanan Deposito Mudharabah   

       

       Produk simpanan deposito mudharabah merupakan kegiatan 

penghimpunan dana dengan menginvestasikan dananya kepada bank. 

Penghimpunan dana pada produk simpanan deposito mudharabah ini 

menggunakan akad mud{a>rabah mut{laqah. Mud{a>rabah mut{laqah adalah akad 

perjanjian antara dua pihak yaitu pemilik dana dan pengelola dana, yang 

mana pemilik dana menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan 

kepada bank untuk mengelola usaha hanya sesuai prinsip syariah.
29

 

Prosedurnya cukup mudah, nasabah datang ke kantor cabang dan 

menyampaikan keinginan jika ingin bertransaksi produk simpanan deposito 

mudharabah.  

       Pihak bank kemudian memproses apa yang disampaikan oleh nasabah 

dengan beberapa tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh nasabah. 

Simpanan deposito mudharabah di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo 

menggunakan sistem nisbah atau porsi bagi hasil atas dasar kesepakatan 

antara bank dengan nasabah tanpa ada unsur paksaan. Nisbah atau porsi bagi 

hasil yang terapkan oleh KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo adalah 

berdasarkan nisbah atau porsi atas dasar keuntungan yang didapat dari usaha 

                                                           
28

Ibid., 3. 
29

Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2014), 86. 
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atau pembiayaan yang dijalankan oleh KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo, 

bukan berdasarkan persentase nominal dari simpanan nasabah. 

       KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo wajib menjelaskan kepada 

nasabah baik secara lisan maupun tulisan terkait dengan karakteristik 

produk. Karakteristik produk tersebut antara lain persyaratan apa saja yang 

wajib dipenuhi oleh nasabah, biaya apa saja yang nantinya menjadi beban 

nasabah, manfaat dari produk sepertia apa, risiko yang kemungkinan bisa 

terjadi, hak nasabah yang nanti wajib diterima oleh nasabah (bagi hasil dan 

lain sebagainya) dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh nasabah (pajak dan 

lain sebagainya). 

       Produk-produk penghimpunan dana  di KCP BRI Syariah Sepanjang 

Sidoarjo memiliki pedoman tertulis yang digunakan dalam pelaksanaannya. 

Pada produk simpanan deposito mudharabah terdapat beberapa landasan 

baik landasan hukum maupun landasan syariah yang dijadikan sebagai 

landasan operasional oleh KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo. Landasan 

tersebut bersumber dari Fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia. 

       Ketentuan yang terkait dengan Pedoman Pelaksanaan Operasi (PPO) 

Penerbitan Deposito BRIS adalah ketentuan internal dan ketentuan 

eksternal. Ketentuan internal terdiri dari Kebijakan Umum Operasi (KUO) 

PT. Bank BRI Syariah bab III, Penghimpunan dana nomer 03.01 tentang 

deposito, Surat Edaran NOSE : B. 007-SE/OPE/12/2009 Tentang Pejabat 

Berwenang, Surat Edaran NOSE : B. 007-SE/OPE/02/2010 Tentang 

Mekanisme Operasional Customer Identification File (CIF). Sedangkan 
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ketentuan eksternal terdiri dari Undang-Undang UU Nomer 22 tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 

10/17/2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 10/31/DPbS 

tentang Produk Bank Syariah, PBI Nomor 11/2 8/PBI/2009 tentang 

penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan 

Teroris (PPT), PBI Nomor 7/6/PBI/2005 dan SEBI Nomor 7/25/DPNP 

tentang Transparasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Dana Pribadi 

Nasabah, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 03/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Deposito.
30

 

Ketentuan yang terkait dengan Pedoman Pelaksanaan Operasi (PPO) 

Pencairan Deposito BRIS terdiri dari ketentuan internal dan eksternal. 

Ketentuan internal terdiri dari Kebijakan Umum Operasi (KUO) PT. Bank 

BRI Syariah bab III. Penghimpunan dana nomor 03.01 tentang deposito, 

surat Edaran NOSE : B. 007-SE/OPE/12/2009 Tentang Pejabat Berwenang, 

surat Edaran NOSE : B. 007-SE/OPE/02/2010 Tentang Mekanisme 

Operasional Customer Identification File (CIF). Sedangkan untuk ketentuan 

eksternal terdiri dari Undang-Undang UU Nomer 22 tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/17/2008 dan 

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 10/31/DPbS tentang Produk 

Bank Syariah, PBI Nomor 11/28/PBI/2009 tentang penerapan program Anti 

Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT), PBI 

Nomor 7/6/PBI/2005 dan SEBI Nomor 7/25/DPNP tentang Transparasi 

                                                           
30

Pedoman Pelaksanaan Operasi Penerbitan Deposito, “BAB II Ketentuan” (Sidoarjo: Juni, 2010), 

No. 01.01, 1. 
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Informasi Produk Bank dan Penggunaan Dana Pribadi Nasabah, Fatwa 

Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Deposito.
31

 

        Produk simpanan deposito mudharabah di KCP BRI Syariah Sepanjang 

Sidoarjo berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 

03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito dengan menggunakan prinsip 

mud{a>rabah. Analisis terhadap fatwa didukung oleh penelitian yang peneliti 

lakukan di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo. Fatwa tersebut tidak 

menjelaskan secara terperinci terkait deposito, tetapi hanya menggolongkan 

transaksi-transaksi yang tidak diperbolehkan atau diperbolehkan di lembaga 

keuangan syariah khususnya di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo. 

        Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Deposito dijelaskan pada poin pertama bahwa deposito yang tidak 

dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan 

bunga. Sedangkan deposito yang dibenarkan syariah yaitu deposito yang 

berdasarkan prinsip mud{a>rabah. Pada pelaksaannya transaksi deposito 

mudharabah di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo menggunakan prinsip 

bagi hasil dan telah dibenarkan oleh syariah. 

       Pada produk simpanan deposito mudharabah yang dijalankan oleh KCP 

BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo  menggunakan akad mud{a>rabah mut{laqah, 

dimana bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak 

sebagai pemilik dana. Selain nasabah menginvestasikan dananya di bank, 

                                                           
31

Ibid. 
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nasabah juga dengan sepenuhnya mempercayai bank untuk mengelola dana 

tersebut termasuk mud{a>rabah dengan pihak lain, dengan cara memberikan 

pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana. Maka dari 

pembiayaan itulah bank mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dibagi 

hasilkan antara bank dengan nasabah.
32

 Dengan demikian peneliti 

menyimpulkan bahwa transaksi dalam penggunaan akad pada produk 

simpanan deposito mudharabah  di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo 

telah sesuai dengan  teori yang dijelaskan di Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. 

       Pada penerapan akadnya memang telah sesuai dengan teori yang 

dijelaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Deposito, akan tetapi pada saat menjelaskan kepada 

nasabah pihak bank kurang detail dalam menjelaskan bagaimana akad yang 

digunakan sebenarnya pada produk tersebut. Dimana pihak bank hanya 

menjelaskan bahwa pada produk simpanan deposito mudharabah ini 

menggunakan prinsip mud{a>rabah  (bagi hasil), tanpa menjelaskan secara 

rinci bahwa akad yang digunakan sebenarnya adalah akad mud{a>rabah 

mut{laqah yaitu investasi tidak terikat. Alasan mengapa perlu dijelaskan 

kepada nasabah, karena untuk menghindari kesalah pahaman pemikiran 

nasabah. Agar nasabah mengetahui bahwa dana yang dari nasabah di kelola 

kembali oleh bank melalui pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan 

dana. 

                                                           
32

Budiono, Sarinana Kartika, Didik Setiyawan, Wawancara, Sidoarjo, 20 Oktober, 2016. Pedoman 

Pelaksanaan Operasi, Operation Group (Sidoarjo: Juni, 2010), 1. 
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       Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 

tentang Deposito khususnya pada poin ke tiga, dijelaskan bahwa modal 

harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 

Peneliti menganalisis bahwa transaksi yang dijalankan telah sesuai dengan 

teori di atas, karena di  KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo apabila 

nasabah ingin menjadi deposan maka uang yang diinvestasikan harus dalam 

bentuk cash bukan piutang, karena jika uang yang diinvestasikan tersebut 

tunai maka akan mempermudah pihak bank dalam pembukuan pada awal 

penempatan. 

       Dalam ketentuan umum pada Fatwa Dewan Syariah Nomor 03/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Deposito khususnya pada poin ke empat disebutkan 

bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan 

dituangkan dalam akad pembukaan rekening.  

       Nisbah adalah Porsi atau prosentase dari hasil keuntungan yang didapat 

oleh bank, nisbah dalam pembagian keuntungan menggunakan prinsip Bagi 

hasil, sedangkan pengertian bagi hasil sendiri adalah bentuk return 

(perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak 

pasti dan tidak tetap.
33

 Jika dikaitkan dengan buku yang ditulis oleh 

Muhammad dengan judul Manajemen Dana Bank Syariah yang menjelaskan 

tentang besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing 

pihak yang berkontrak. Jadi angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil 

tawar menawar antara pemilik dana dengan pengelola dana. Dengan 

                                                           
33

Muhammad firdaus, Fatwa-Fatwa Ekonomi syariah Kontemporer (Jakarta: Renaisan, 2005), 91. 
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demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, 

bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak 

diperbolehkan.
34

 

       Mengenai konsep bagi hasil telah banyak dipraktekkan oleh semua 

lembaga keuangan syariah yang mana bank-bank syariah dikenal dengan 

bank bagi hasil. Dalam dunia perbankan, bagi hasil adalah pembagian atas 

hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian 

yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua 

pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang 

dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan 

porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.
35

 

       Dalam dunia perbankan syari’ah mengenal bagi hasil sebagai sebuah 

sistem yg meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan 

pengelola dana.
36

 Jadi yang dibagikan antara nasabah dan bank bank syari’ah 

adalah keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana simpanan yang 

dijadikan modal bank. Artinya besar kecilnya uang yang akan diterima 

masing-masing pihak tidak bisa ditentukan diawal akad. Penentuan yang 

dilakukan di awal akad adalah penentuan nisbah atau porsi bagi hasil 

berdasarkan kesepakatan. 

       Bagi hasil merupakan langkah inovatif lembaga keuangan syari’ah dan 

merupakan langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan 

                                                           
34

Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), 123. 
35

Ismail, Perbankan Syariah..., 95-96. 
36

Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer (Yogyakarta: UII Press, 2000), 

52 .  
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pendapatan ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dikatakan 

sebagai konsep yang mempunyai unsur keadilan, dimana tidak ada suatu 

pihak yang diuntungkan sementara pihak lain dirugikan antara pemilik dana 

dan pengelola dana sehingga besarnya bagi hasil yang diperoleh deposan 

sangat tergantung kepada kemampuan bank dalam menginvestasikan dana-

dana. 

       Hal mengenai prinsip bagi hasil tercermin dalam Q.S Shad : 24 yaitu :   

ضٍ إِلََّّ   ضُهُمخ عَلَىٰ بَ عخ غِي بَ عخ لَُطآَءِ ليََ بخ نَ ٱلۡخ تِ وَإِنَّ كَثِيرا مِّ لِحَٰ ا  ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰ وَقلَِيل مَّ
َّۤ راَكِعاَّۤ وَأنَََبَ 

فَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ تَ غخ اَ فَ تَ نَّٰهُ فٱَسخ   ٢٤ ۩هُمخۗۡ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أنََّّ
“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian 

mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". 

dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun 

kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.37 

 

Dalam ekonomi syariah, sistem bagi hasil mempunyai ciri dan 

karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional. Bagi hasil yang 

dibenarkan bila :  

1. Penentuan besarnya rasio atau nisbah dibuat pada waktu akad dengan 

berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi.  

2. Besarnya rasio atau prosentase bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan 

yang diperoleh. 

3. Bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh, bukan dari 

jumlah simpanan atau investasi.  

                                                           
37

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2010), 454. 
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4. Jumlah laba meningkat sesuai dengan jumlah pendapatan.  

5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil
38

  

       Dari keterangan diatas sekilas memang KCP BRI Syariah Sepanjang 

Sidoarjo telah menjalankan operasionalnya dalam hal ini simpanan deposito 

mudharabah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Deposito, karena menggunakan nisbah bagi hasil. 

Namun penulis meneliti lebih dalam, jika dikaitkan dengan buku yang ditulis 

oleh Muhammad dengan judul Manajemen Dana Bank Syariah yang 

menjelaskan tentang besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan 

masing-masing pihak yang berkontrak, selain itu juga harusnya besaran 

nisbah muncul sebagai hasil tawar menawar antara pemilik dana dengan 

pengelola dana
39

, maka ketika melihat realita di lapangan ternyata KCP BRI 

Syariah Sepanjang Sidoarjo dalam menentukan akad yang berdasarkan 

kesepakatan belum terpenuhi, karena pihak KCP BRI Syariah Sepanjang 

Sidoarjo sudah menentukan besaran nisbah tersebut, tanpa memberikan 

kesempatan kepada nasabah untuk tawar-menawar mengenai besaran nisbah 

yang akan diterima oleh masing-masing pihak yaitu antara nasabah dengan 

pihak KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo.
40

 

       Mengingat point terakhir yang tertera di  Fatwa Dewan Syariah 

Nasional No.3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, bahwa bank tidak 

                                                           
38

Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 

2003), 61. 
39

Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), 123. 
40

Budiono, Sarinana Kartika, Wawancara, 1 November 2016. Kebijakan Umum Operasi PT. Bank 

BRI Syariah “BAB III Penghimpunan Dana Deposito” (Sidoarjo: Agustus, 2009), No. 03. 01, 1. 
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diperkenankan untuk mengurangi  nisbah keuntungan nasabah tanpa 

persetujuan yang bersangkutan. Jika demikian penulis menyimpulkan bahwa 

bank telah menerapkan apa yang tertera dalam Fatwa Dewan Syariah 

Nasional No.3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposioto. 

       Namun, pada prakteknya di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo, misal 

penempatan awal tanggal 1 September senilai Rp. 100.000.000 dengan jenis 

deposito 1 bulan dengan porsi bagi hasil 44%:56%. Jadi jika nasabah 

mencairkan diluar tanggal jatuh tempo kurang dari 7 hari misalnya pada 

tanggal 5 september maka nasabah tidak mendapat bagi hasil pada bulan 

tersebut dan dikenakan denda (penalty) Rp. 100.000, jadi bagi hasil bulan 

tersebut menjadi milik bank. Dan jika nasabah mencairkan pada tanggal 11 

september (lebih dari 7 hari) maka KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo 

memberikan proporsional dengan acuan rate FASBIS (Fasilitas Bank 

Indonesia Syariah), misal nisbah 44% setara dengan 5,18%, kira-kira jika 

mendapat rate FASBIS (Fasilitas Bank Indonesia Syariah) nasabah 

mendapat bagi hasil 4% (di bawah ER) dan tetap dikenakan denda (penalty) 

Rp.100.000. Jadi bisa disimpulkan bahwa selain bank mendapat pendapatan 

dari denda (penalty) tersebut, bank juga mendapat bagi hasil yang 

seharusnya menjadi hak nasabah pada bulan dimana nasabah mencairkan di 

luar tanggal jatuh tempo.
41

 

       Dalam hal lain tetap pada pencairan deposito mudharabah  yang 

dijalankan di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo ini dalam memberikan 

                                                           
41

Budiono, Sarinana Kartika, Didik Setiyawan, Wawancara, Sidoarjo, 17 Oktober 2016. 
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denda kepada nasabah yang mencairkan uangnya sebelum jatuh tempo sudah 

menetapkan nominalnya yaitu sebesar Rp.100.000 berapapun nominal bilyet 

depositonya, sedangkan investasi minimal untuk deposito mudharabah di 

KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo ini sebesar Rp. 2.500.000, jika 

dihitung 3% dari Rp.2.500.000 ini hanya Rp.75.000, ini berarti dalam 

memberikan denda (penalty) kepada nasabah bank mendapatkan keuntungan 

lagi sebesar Rp.25.000 selain nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada 

saat akad. 

Denda yang dibayar oleh nasabah jika mencairkan uangnya diluar 

tanggal jatuh tempo, tidak diakui oleh bank sebagai pendapatan bank, akan 

tetapi digunakan untuk dana kebajikan yang dimanfaatkan untuk membantu 

pihak-pihak yang membutuhkan. 

 


